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TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts. 773/VII[/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Hulu Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6963);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

15. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor S Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2025
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 110.170.727.625,28
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.460.430.478.963,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Rp. 22.114.754.584,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 1.592.715.961.172,28
b. Belanja
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai Rp. 763.954.043.163,00
b. Belanja Barang dan Rp. 478.029.067.343,82
Jasa
c. Belanja Bunga Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi Rp. 0,00

e. Belanja Hibah ...



e. Belanja Hibah Rp. 55.832.614.610,00
f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,00

Jumlah Belanja

. . L .015.725.11
Operasi Rp 298.015.725.116,82

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah Rp. 0,00
b. Belanja Modal Peralatan  Rp. 19.864.842.575,00
dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung Rp. 39.516.578.807,50
dan Bangunan
d. Belanja Modal Rp. 140.833.747.525,00
Jalan,Jaringan, dan
Irigasi
e. Belanja Modal Aset Tetap Rp. 11.484.256.516,00
Lainnya
Jumlah Belanja Modal Rp. 211.699.425.423,50
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Rp. 5.613.897.110,00
b. Belanja Bantuan R
Keuangan P~ 252.300.125.815,00
Jumlah Belanja Rp. 257.914.022.925,00
Transfer

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 203.484.102.179,77
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 203.484.102.179,77
Sisa lebih pembiayaan Rp. 28.570.889.886,73
anggaran
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4 ...



Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran [.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan. ;gsx;ai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM ~M~ Ditetapkan di Rengat

A NN pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI INDRAGIRI HULU,

\ S E ttd
TN S.H., MM
NIP. 19710603:-199803 1 005 ADE AGUS HARTANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 27 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

SYAHRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 30



Lampiran Perbup 30 Tahun 2025 dapat diakses melalui Link :
https://drive.google.com/drive/folders/letrthWzY-kVBaFv2RuMIDe-XuYSOVLZ4?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1etrthWzY-kVBaFv2RuMlDe-XuYSOVLZ4?usp=sharing

